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TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA DESA DERSALAM,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (35)
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa dapat
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
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Peraturan Pemernntabh Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desn vang Bersumber darn Anggaran Pendapatan dan Belan)a
Nepara (Lembaran Nepara Fepubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemernntah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nepara (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentarfg
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 202);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi
Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Baglan Dan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Bernta
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Bagian Dan Hasil Pajak Daerah dan
Fetribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10).
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Peraturan Bupat Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang
S— . ,

Penghasilan  Pemenntah Desa diE Knbupaten Kkudus (Benita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10),

Peraturan  Bupatt Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Petunjuk  Pelaksanann Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Orpanisas
dan Tata Kena Pemenntah Desa sebagmimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
hudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisas: dan Tata Kerja Pemenntah Desa (Benta Daerah
habupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30),

Peraturan  Bupatt  Kudus Nomor 38 Tahun 2017
tentangPedoman  Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38),

Peraturan  Bupati  Kudus Nomor 30 Tahun 2018
tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan APBDesa 2019 (Benta Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32),

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus(Berta
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten
Kudus(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor

34);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa
Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5),

Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 / 010 / 2019 tentang
Penetepan Besaran Bagian Dan Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus
Tahun 2019;

Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 / 011 / 2019 tentang

Penetepan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Kudus Tahun 2019;

Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam

(Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Desa Dersalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran
Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemenntah Desa Dersalam Tahun 2023
(Lembaran Desa Dersalam Tahun 2022 Nomor 4),



Menetapkan

KRETIGA

REEMPAT

RELIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Aset liens [H Desa Dersalam
Kecamatan Hae  Kabupaten  Kuduns fahun  Anggaran 2021
wimuaunurm tereantum dalam Lampiran Keputusan i

Wewenang Kepala Desa arhngnipemegnng kekuasann pengelolaan

Anet Desa sebagnl berikut

a  Menetapkan kebijakan pengelolaan Aset [Jenn,
b Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/ pengy

Desa,
¢ Menetapkan penggunaan,

Anet [Desa,
1 menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa,
usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau
strategis  melalul

rus Anet

pemanfaatan atau permindahtanganan

e mengnjukan
penghapusan Aset Desa yang bersifat
Musyvawarah Desa,

( menyetujur usul pemindah tanganan dan

Desa sesual batas kewenangan, dan
menyetujur usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau

bangunan.

penghapusan Aset

Qekretaris Desa selaku pembantu Pengelolaan Aset Desa

mempunyai wewenang :

a meneliti rencana kebutuhan Aset Desa,

b meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa,

c. mengatur  penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan
pemindah tanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala
Desa,

d melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventansas: Aset

Desa; dan
e melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset

Desa.

Petugas/pengurus Aset Desa bertugas dan bertanggung jawab:

a mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa,

b mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa
vang diperoleh dan beban APBDesa dan perolehan lainnya yang
sah kepada Kepala Desa,

melakukan inventansas: Aset Desa,

mengamankan dan memelthara Aset Desa yang dikelolanya,
menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa, dan
mengusulkan penghapusan Aset Desa yang rusak atau dinilas
sudah tidak lag) bermanfaat bag penyelenggaraan pemernntahan

Desa

- nn

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Kepurtusan ni
dihebankan pada Anggaran Pendapatan dan Helanja Desa
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM

Nomor

Tanggal 1 Apnl 2023

143/10/2023

PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA

MUHAMMALD SULATMAN

_ DELYA SASKI ANANDA
| MARIA SUSANT)
CWIDYAWATI
CACHMAD SALD SADI

CSRIAESIYAL

JABATAN
3
Kepala Desa

Sekretans Desa
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kast Pemernntahan
kast Kesejahteraan

hasi Pelayanan

KEDUDUKAN Keterangan
- ()

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa  Sesuail Tupoksi

| Pembantu Pengelola Aset Desa Sesuar Tupoks
Petugas/Pengurus Aset Desa Sesun bhudang tugasnya
Anggota Sesun bhdang tugasnya
Anggota Seaunt budang tugasnya
ANEEOLA Sesua bidang tugasnya

REPALA DESA DERSALAM
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MUHAMMAD SULAIMAN




